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Atur Advokat Dapat Dipidana Saat Bertugas, UU KUHP Diuiji

Jakarta, 16 Mei 2023 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan
Pengujian Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(UU KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa
(16/05), pukul 14.30 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 47/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh seorang
Advokat, Mohamad Anwar.

Pasal 509 KUHP menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak kategori IlI:

a. Advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat Gugatan atau surat
permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman
tertugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan
dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan
yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat atau sebagaimana dimaksud
dalam huruf a; atau

c. Kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan
dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”

Menurut Pemohon, seorang advokat mendapatkan imunitas saat menjalankan tugas dengan adanya surat
kuasa dari pemberi kuasa (klien) berdasarkan itikad baik. Artinya saat advokat sudah mendapatkan kuasa
dari klien, dalam menjalankan tugas untuk kepentingan pembelaan klien, selama didasari dengan adanya
itikad baik, baik di dalam ataupun di luar pengadilan, maka apa yang dilakukan advokat tersebut tidak dapat
dituntut baik secara perdata ataupun pidana.

Pemohon menilai bahwa ketentuan norma Pasal 509 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang
adil serta menimbulkan ancaman serta ketakutan bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan
mengancam martabat dan kehormatan advokat. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam petitum Pemohon meminta
Mahkamah menyatakan Pasal 509 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum
mengikat. (FY)
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